
 

 
 
 
 

WALIKOTA SABANG 
  

 
PERATURAN WALIKOTA SABANG 

NOMOR 42 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENETAPAN 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

WALIKOTA SABANG, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160, Pasal 162 dan Pasal 

163 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang 
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Dalam Rangka 
Penetapan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 
2018; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Kotapraja dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4633); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

9. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Sabang Tahun 2009 Nomor 3); 

10. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 7); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN 

ANGGARAN DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN 
WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN 
ANGGARAN 2018. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Kota adalah Kota Sabang 

2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan 
pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan 

Perangkat Kota. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat 

DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang. 

4. Walikota adalah Walikota Sabang. 

5. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah 

Kota. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, selanjutnya 

disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Kota dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun. 

7. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang 
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan 

oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk 
keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan. 

8. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk 

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 
pelayanan dasar masyarakat.    

9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi 

pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan 
kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf 

kesejahteraan rakyat. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai 
pedoman dan acuan bagi Pengguna Anggaran untuk 

melakukan pergeseran anggaran sesuai  ketentuan yang 
berlaku 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini yaitu untuk 
menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kota serta 
untuk menjamin pemenuhan kebutuhan belanja dalam APBK 

Tahun Anggaran 2018.  
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BAB III 
BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG 

BERSIFAT WAJIB 

Bagian Pertama 
Kriteria 

Pasal 3 
 

(1) Kriteria penambahan belanja dalam Peraturan ini adalah 

sebagai berikut: 
a. Wajib; 

b. Mengikat; 

c. Darurat; 

d. Keadaan Luar Biasa;  

(2) Kriteria Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan 

pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain 

pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan 

kewajiban kepada pihak ketiga. 

(3) Kriteria Mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 

harus dialokasikan oleh Pemerintah Kota dengan jumlah yang 

cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran 

yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang 

dan jasa. 

(4) Kriteria Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

adalah belanja yang dibutuhkan untuk pendanaan kegiatan 

dengan kriteria sebagai berikut:  

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan 

darurat. 

 

(5) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d adalah keadaan yang menyebabkan estimasi 

penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBK mengalami 
kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh 
persen) sehingga diperkenankan untuk melakukan 

penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan 
ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan 

kegiatan dalam tahun berjalan. 
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Bagian Kedua 
Belanja Yang Bersifat Mengikat 

Pasal 4 
 

Belanja yang bersifat mengikat terdiri dari:  

a. Belanja dalam bentuk Gaji dan Tunjangan yang diberikan 

kepada Aparatur Sipil Negara; 

b. Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan serta Anggota 

DPRK serta Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya 

yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan; 

c. Belanja dalam bentuk Tambahan Penghasilan yang diberikan 

kepada Aparatur Sipil Negara; 

d. Belanja yang digunakan untuk kepentingan belanja barang 

dan jasa yang meliputi pembayaran jasa komunikasi, sumber 

daya air, listrik, gas, bahan bakar minyak dan jasa 

kebersihan. 

 

Bagian Ketiga 

Belanja Yang Bersifat Wajib 
Pasal 5 

 

Belanja yang bersifat wajib terdiri dari: 

a. belanja untuk pemenuhan pendanaan pelayanan dasar di 
Bidang Pendidikan yaitu untuk kebutuhan sarana dan 

prasarana sekolah serta biaya pendidikan bagi siswa; dan  
b. belanja untuk pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 

Bidang Kesehatan yaitu untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat.  
 

BAB IV 
PERGESERAN ANGGARAN 

Pasal 6 

 
(1) Pergeseran  antar rincian objek belanja dalam objek belanja 

berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

(2) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan 
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. 

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan 
Walikota tentang penjabaran APBK sebagai dasar 

pelaksanaan. 
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BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Sabang. 
  

 
       Ditetapkan di Sabang 
   pada tanggal 30 November 2018  
           

         WALIKOTA SABANG, 
 

                ttd 
 

                  NAZARUDDIN 

 
 
Diundangkan di Sabang 

pada tanggal 30 November 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, 
 
                     ttd 

 
                 ZAKARIA 

 
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 42 


